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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim
1. Pengertian Pertimbangan Hakim
Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.
Pertimbangan hakim merupakan argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.[footnoteRef:1] [1: Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2024), hlm. 140.] 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:
1. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui/dalil-dalil yang tidak disangkal. 
2. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
3. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.[footnoteRef:2] [2: Ibid., hlm. 142. ] 


Hakim harus memperhatikan pembuktian dalam pemeriksaan perkara, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap yang sangat penting dalam pemeriksaan di persidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benarbenar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.
Dari uraian di atas hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki darar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam mnjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan. Jadi pertimbangan hakim merupakan alasan yang digunakan hakim untuk mempertimbangkan hukum agar dapat memutuskan perkara sesuai dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku dengan adil.
2. Macam-macam Pertimbangan Hakim
Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka (11) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), yang berbunyi bahwa peryataan hakim yang diucapakan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.[footnoteRef:3] Dalam memutus suatu perkara atau memberikan sanksi pidana, majelis hakim dalam hal ini perlu memberikan pertimbangan, menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosilogis.[footnoteRef:4] Penjelasannya sebagai berikut: [3: Sofyan, Andi, Hukum Acara Pidana, Suatu Penantar, Mahakarya Rangkang, Yoyakarta, (2023), hlm. 369.]  [4: Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya, Jakarta, (2019), hlm. 212.] 

a. Pertimbangan Yuridis 
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebutantara lain:
1) Dakwaan Penuntut Umum. Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan. 
2) Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
3) Keterangan Saksi. Dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya. 
4) Barang-barang bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:
1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; 
2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 
3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.
5) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana. Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsurunsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.
b. Pertimbangan Non-Yuridis
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

a. Latar Belakang Terdakwa.
Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.
b. Akibat Perbuatan Terdakwa.
Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.
c. Kondisi Diri Terdakwa. 
Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
d. Agama Terdakwa. 
Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.[footnoteRef:5] [5: Ibid,, hlm. 212-220.] 

Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai hukum dan rasa keadilan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, antara lain:
a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.
c. Memperhatikan ada tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
d. Faktor masyarakat, lingkungan di mana hukum tersebut berlaku.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.[footnoteRef:6] [6: Sutopo HB, Metodologi Penelitian Kualitatif, Gramedia Pustaka Utama, Surakarta, (2022) hlm. 68.] 


B. Tinjauan Umum Hukuman Ringan
Menurut Sudarto, hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan, memberi efek jera, dan mencegah tindak pidana ulang.[footnoteRef:7] Sedangkan menurut Loebby Logman, hukuman adalah penderitaan atau sanksi yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana, sebagai bentuk penegakan hukum dan keadilan serta sebagai sarana pencegahan.[footnoteRef:8] Dengan demikian, hukuman adalah sanksi atau balasan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana oleh pengadilan atau aparat berwenang sebagai akibat dari perbuatannya yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan menegakkan keadilan, memberikan efek jera, serta mencegah tindak pidana ulang. [7: P.A.F Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, (2022), hlm. 11. ]  [8: Loebby Logman, Pidana dan Pemidanaan, Datacom, Jakarta, (2021), hlm. 16.] 

Sedangkan hukuman ringan adalah bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang dianggap tidak terlalu berat atau tidak menimbulkan dampak besar, dengan memperhatikan faktor-faktor meringankan dan prinsip keadilan proporsional.[footnoteRef:9] Tujuan dari hukuman ringan adalah agar proses penegakan hukum tetap adil dan manusiawi, sekaligus memberi peluang bagi pelaku untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi tanpa memberikan hukuman yang berlebihan. Selain itu, pemberian hukuman ringan juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan seperti niat baik, ketidaktahuan, keadaan darurat, atau tindakan yang dilakukan tanpa niat jahat.[footnoteRef:10] [9: Ibid. ]  [10: P.A.F Lamintang, Op.Cit., hlm. 15. ] 

Adapun aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan hukuman ringan antara lain:[footnoteRef:11] [11: Chyntia Gunawan dan R. Rahaditya, Alasan Yang Meringankan Penjatuhan Pidana dan Dampaknya Bagi Masyarakat: Contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 239 K/Pid.Sus/2020, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No. 3, (2024), hlm. 8620.] 

1. Terdakwa menunjukkan penyesalan dan permintaan maaf.
2. Pelaku belum pernah dihukum sebelumnya (berkelakuan baik).
3. Perbuatan dilakukan karena faktor paksaan atau keadaan darurat.
4. Perbuatan dilakukan tanpa niat jahat atau dengan niat baik.
5. Pelaku menunjukkan tindakan reparatif atau usaha memperbaiki kerugian.
Sedangkan menurut Dwi Hanta, terdapat beberapa keadaan yang dapat meringankan penjatuhan pidana oleh hakim yaitu:
1. Sifat upaya pelaku untuk menghilangkan pelanggaran yang dilakukan atau mengurangi tingkat keparahannya;
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dan mengurangi bahaya bagi pelakunya;
3. Tersangka masih di bawah umur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tersangka merupakan penopang keluarga sehingga mempunyai tanggung jawab keluarga yang cukup kompleks;
5. Tersangka mempunyai kontribusi terhadap pembangunan masyarakat atau negara.
Beberapa poin yang disebutkan di atas merupakan aspek penting yang akan menjadi pertimbangan seorang hakim dalam mengambil keputusan. Tidak hanya hal-hal yang meringankan saja yang dicatat, namun keadilan bagi tersangka dan masyarakat juga turut diperhatikan. Hal-hal yang harus diperhatikan hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan seperti: akhlak baik tersangka, tentu saja diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut dapat berdampak pada proporsionalitas tindak pidana yang dijatuhkan, yang juga dapat berdampak negatif terhadap pengetahuan masyarakat.[footnoteRef:12] [12: Ibid., hlm.  8623.] 

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “strafbaar feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “strafbaar feit” untuk menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam UndangUndang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”.[footnoteRef:13] Ada beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemaham Stafbaar Feit, diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan Pidana.[footnoteRef:14] [13: Sofyan, Andi dan Azisa, Nur, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press, Makasar, (2023), hlm. 96.]  [14: Rahman Syamsuddin, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, (2024), hlm.193.] 

Terjemahan dari strafbaar feit atau delict dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum. Di antara keenam istilah tersebut di atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.[footnoteRef:15] [15: Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI), Rajawali Press, Jakarta, (2014), hlm.136.] 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pergertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, substansinya mempunyai pengertian yang sama. Mengenai karateristik perbuatan dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsure subjektif dan unsur objektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hokum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.[footnoteRef:16] [16: Djamali, R. Abdoel, Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Press, Jakarta, (2021), hlm. 1.] 

Unsur-unsur tesebut terdiri dari:
a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.
b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).[footnoteRef:17] [17: Ibid. ] 

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai peristiwa pidana yaitu:
a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benarbenar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.
c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum. e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya.
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan
Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal darikata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhrinya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.[footnoteRef:18] [18: Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, (2025), hlm. 225.] 

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengambil barang milik orang lain secaramelawan hukum.[footnoteRef:19] Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri. [19: Andi Hamzah, Kamus Hukum, Citra Umbara, Bandung, (2023), hlm. 44.] 

Menurut Pasal 362 KUH Pidana pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.[footnoteRef:20] [20: Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, (2020), hlm. 128.] 

Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.
Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah pencurian tetapi termasuk penggelapan.
Pencurian dalam keadaan pemberatan adalah pencurian yang unsur-unsur tambahan di dalamnya membuat ancaman hukumnya lebih berat dibandingkan pencurian biasa, seperti dilakukan pada malam hari atau saat bencana terjadi. Ini adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum yang diperberat dengan kondisi tertentu yang disebutkan dalam Pasal 363 KUHP, antara lain pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari, dalam keadaan bencana alam, atau oleh dua orang atau lebih yang bersekutu.
Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat pemberatan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara selama-lamanya tujuh tahun:
Ke-1 Pencurian ternak. 
Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. 
Ke-3 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 
Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
Pencurian dalam keadaan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukum penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan pada pasal 362 KUH Pidana.[footnoteRef:21] Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana. [21: Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, (2021), hlm. 19.] 

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang pemberatan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana,[footnoteRef:22] yang berbunyi sebagai berikut: [22: P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus, Sinar Grafika, Jakarta, (2019), hlm. 34.] 

(2) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian dalam waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak.
4. Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian yanng dilakukan untuk dapat masuk keempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
(3) Jika pencurian yang diterangkan dalam no. 3 disertai dengan salah satu tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dijatuhkan hukuman penjara selamalamanya 9 Tahun.

Pasal 365 KUH Pidana berbunyi:
(2) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.
(3) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan:
1. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
2. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama; 
3. Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat;
4. Dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
5. Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

2. Unsur-Unsur Pencurian dalam Keadaan Pemberatan 
Selanjutnya di bawah ini akan dipaparkan unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUH Pidana. Unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 sebagai berikut:
1) Pencurian Ternak.
Di dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang memberatkan ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya. Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya.[footnoteRef:23] Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting. [23: Wiryono Projodikoro, Op.Cit., hlm. 21.] 

2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP).
Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.[footnoteRef:24] Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian. [24: Ibid., hlm. 21. ] 

3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP).
1) Unsur “malam”. Berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
2) Unsur “dalam sebuah rumah”. Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi di dalamnya termasuk gubukgubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.
3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.[footnoteRef:25] [25: Ibid., hlm. 22. ] 

4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP).
Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersamasama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata gepleegd (dilakukan), bukan kata begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUH Pidana dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUH Pidana tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (dader) dan ada seorang pembantu (medeplichtige) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 2 KUH Pidana.[footnoteRef:26] [26: Ibid., hlm. 23.] 

Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.
5) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana).
Pembongkaran (braak) terjadi apabila dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (verbreking) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUH Pidana, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang di dalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup.
Menurut Pasal 100 KUH Pidana, arti anak kuci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat.[footnoteRef:27] Yang dimaksud dengan valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah.[footnoteRef:28] [27: Ibid., hlm. 23-24 ]  [28: P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, Op Cit., hlm. 50.] 
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